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Menimbang ; a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI TAPIil,

bahwa dalam rangka tertib administrasi
dan untuk menyeragamkan pengelolaan
dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di Kabupaten Tapin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka dipandang perlu untuk
mengatur Petunjuk Teknis Pengelolaan dan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2Ot6;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan dan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah [,aut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851); 

O

2.
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungiawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4aOOl;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Rrsat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4a381;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791; O
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2OO5 tentang Dana Perimbangan (km-
baran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2Ol4 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintatr Nomor 43
Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 15 Nomor 157 ,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 57171;

Peraturan Pemerintah Nomcr 60 Tahun
2OL4 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2
Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 5558),

13.

74.

15.



-4-

diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Ta}:un 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 569a);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2oll tentang Penrbahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeloaan Keuangan Daerah;

17 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2Ol+ tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

79. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
05 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana
telah diubah beberapa kali teraklair,
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor O9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
12 Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

UEMUTUSI(AI{ :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJT'K
TEKNIS PENGEIOLIIAIT DAN PELIIIGANAAN
ANGGARAN PEIYDAPATAN DAIT BELIIITJA
DESA DI ITABUPATEN TAPIN TAIIUil
ANGGARAT{ 2OL6.

/^k'

Menetapkan
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Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016,
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perattrran Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pengelolaan dan PelaksanaErn Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, meliputi :

a. Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa);

b. Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD); dan

c. Petunjuk Teknis Pertanggungiawaban Anggaran Pendapatan dan
Relanja Desa (APBDesa).

Pasal 3

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, Pemerintah Desa wajib berpedoman pada Petunjuk
Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pesal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlalm pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penemPatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada t@-il Lbselrller ZO1Il

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 3i -[i-:r;l;ni:.;".' .015

------
Dapneu r(ABUPATEN TAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OI5 NOMOR 1 5


